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ABSTRAK

Resti Kurnia. 2015/15052085: Implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun
2016 tentang Jum’at Ibadah di Kenagarian
Parambahan Kecamatan Bukit Sundi
Kabupaten Solok.

Penelitian ini di latar belakangi oleh adanya masyarakat yang melanggar

peraturan Nagari Parambahan yaitu peraturan nagari Jum’at ibadah.
Penelitian bertujuan mengidentifikasi implementasi dari peraturan Nagari No. 5
Tahun 2016 tentang Jum’at Ibadah di Kenagarian Parambahan, kendala yang di
hadapi sehingga ada masyarakat yang melanggar peraturan nagari tentang Jum’at
ibadah ini serta upaya-upaya apa saja yang di lakukan pemerintah nagari dalam
mengatasi kendala mengimplementasikan peraturan nagari Jum’at ibadah.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode
deskriptif.Pemilihan imforman dengan teknik purpose sampling yaitu memilih
imforman terkait dari pelaksanaan peraturan nagari Jum’at ibadah ini. Jenis data
adalah data primer dan data sekunder. Data di kumpulkan melalui wawancara,
observasi dan studi dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data di lakukan
dengan teknik ketekunan pengamatan, teknik triangulasi dan melakukan member
check. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi, penyajian data
dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian implementasi peraturan nagari No.5 Tahun 2016
tentang Jum’at ibadah di Kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi
Kabupaten Solok belum terlaksana secara efektif dan sanksi yang di berikan
kurang tegas. Kendala yang di hadapi sehingga membuat masyarakat melanggar
ialah adanya ketidak tahuan dan kurang pedulinya masyarakat Nagari Parambahan
terkait tujuan dan Pernag, minimnya sosialisasi, kurang sumber daya, dan jauhnya
peninjauan lokasi. Upaya dalam mengatasi kendala menjalin komunikasi yang
baik, meningkatkan sumber daya, menetapkan komitmen serta memberikan
contoh kepada masyarakat Nagari Parambahan dari pihak pemerintahan Nagari
Parambahan.

Kata Kunci: Implementasi Peraturan Nagari, belum efektif, sanksi kurang tegas.
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Himpunan dari beberapa suku yang wilayahnya mempunyai batasan-
batasan tertentu yang berhak mengatur dan mengurus wilayah dan warganya
sendiri di sebut dengan nagari. Nagari merupakan pemerintahan adat terendah
setingkat dengan desa di Sumatera Barat. Setiap nagari di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki peraturan yang mengatur
warga masyarakat nya dan peraturan itu tergantung kepada tradisi dan budaya
yang ada di nagari tersebut.

Sebagaimana terdapat dalam pasal 96 Undang-undang No.6 Tahun
2014 menyatakanbahwa Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah
Kabupaten/ Kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan di
tetapkan menjadi Desa Adat. Nagari telah ditetapkan sebagai penyelenggara
pemerintahan terdepan sejak tahun 2000, karena nagari sebagai kesatuan
masyarakat hukum adat telah memenuhi syarat sebagai desa adat.

Dalam Peraturan Daerah (Perda) Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018
pasal 1: menempatkan pemerintahan nagari sebagai penyelengara urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat nagari dalam sistem pemerintahan
Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nagari mewujudkan kemajuan warga
masyarakat berdasarkan adat salingka nagari dengan filosofi Adat Basandi
Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) merupakan tujuan

pemerintahan nagari menurut perda ini.



Dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun
2018 mengenai Peraturan Daerah tentang Nagari pasal 1 ayat 2:

“Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adatsecara geneologis

dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki

harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara
musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat
setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat minangkabau (Adat

Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah) dan atau berdasarkan

asal-usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah provinsi Sumatera

Barat”

Pemerintah nagari di pandang paling berguna menciptakan ketahanan
agama dan budaya berdasarkan tradisi dan sosial budaya masyarakat sumatera
barat yang demokratis dan aspiratif serta dalam rangka tercapainya
kemandirian peran serta dan kreatifitas masyarakat yang makin memudar.
Dengan kembalinya pemerintah desa ke pemerintahan nagari merupakan
indikasi adanya keinginan masyarakat untuk kembali ke pemerintah nagari
guna mewujudkan pelaksanaan peraturan daerah ini dalam penyelenggaraan
pemerintah nagari di atur lebih lanjut dalam peraturan nagari di masing-
masing kabupaten.

Untuk mengatur kehidupan masyarakat di nagari, pemerintahan nagari
di beri kewenangan untuk membuat peraturan nagari, dengan di tetapkan
peraturan nagari di harapkan dapat memberikan dorongan kepada masyarakat
nagari untuk menjunjung tinggi nilai adat dan berperilaku sesuai dengan
ketentuan norma adat minangkabau, jika terjadi pelanggaran terhadap
ketentuan-ketentuan maka para pelaku di kenakan sanksi.

Salah satunya Peraturan Nagari Parambahan No. 5 Tahun 2016 tentang

Jum’at Beribadah yang mana di nyatakan dalam peraturan tersebut bahwa



kewajiban bagi umat islam terutama laki-laki melaksanakan sholat Jum’at
untuk meningkatkan keimanan dan ketagwaan bagi generasi penerus yang
menjadi tanggung jawab semua kaum muslimin dengan ketentuan pada pasal
2 laki-laki dewasa wajib sholat Jum’at kecuali uzur, sakit, hujan dan anak-
anak di bawah umur, pada hari Jum’at masyarakat di larang membawa orang
bekerja ke sawah, bagi masyarakat yang terikat peraturan Jum’at aniang mulai
jam 11.00 Wib s/d selesai Jum’at dan bagi perempuan menghentikan aktivitas
selama waktu Jum’at berlangsung termasuk menutup kedai/lapau,
menertibkan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat sewaktu Sholat
Jum’at ke jalan lingkar Nagari, bagi anak-anak yang ribut saat Jum’at di
laporkan kepada Guru untuk di beri sanksi menurut aturan sekolah, bagi anak
remaja yang ribut dalam Mesjid maka di pulangkan kepada orang tuanya
untuk menegurnya,bagi masyarakat yang melanggar aturan ini di kenakan
sanksi dua sak semen dan di hadapkan kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk
menegur yang di lindungi oleh payung hukum serta pelaksanaan Peraturan
Nagari Jum’at ibadah ini di awasi oleh Bundo Kanduang dan seluruh kaum
ibu Nagari Parambahan.

Sebagaimana juga terdapat dalam surat Al Jumu’ah ayat 9 :

| 3anld 2axdll o5 Gesdliald o s 13) 1 sial Galiledi g

z° ﬂo} ,«w C} -

Yang artinya: “Hai orang-orang beriman, apabila di seru untuk menunaikan
shalat Jum’at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat
Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik
bagimu jika kamu mengetahui”



Namun dalam kenyataan nya masih di jumpai pelanggaran Peraturan

Nagari tentang Jum’at beribadah ini pada saat sholat Jum’at berlangsungdi

Nagari Parambahan sebagaimana dapat di lihat dalam tabel di bawah ini

masyarakat Nagari Parambahan yang melanggar aturan yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data pelanggar Pernag Jum’at Ibadah dari sekretaris Nagari

Parambahan
No | Nama& Tahun melanggar Bentuk pelanggaran yang di lakukan
1 Membrino junaidi/ 2016 Membakar jerami
2 Irawati/ 2017 Menebar pupuk sawah
3 Sidar/ 2017 Mencabut benih
4 Sunni/ 2018 Menanam benih
5 Engki/ 2018 Mengembala itik
6 Era/ 2019 Mencabut benih
7 Edri Gomok/ 2019 Membajak sawah
8 Armen/ 2019 Membajak sawah
9 Anto/ 2019 Mencangkul sawah
10 | Eri/ 2019 Memangkas rumput

Berdasarkan observasi awal di katakan secara langsung oleh salah satu

Bundo Kanduang Nagari Parambahan ibuk Ratna Wilis pada tanggal 11

Oktober 2019yang katanya:

“PerNag Jum’at ibadah ini saya rasa sudah efektif sebelumnya,
namun saat ini banyak masyarakat yang melanggar akibat dari Wali
Nagari saat ini di gantikan olen PJ dari Kecamatan Bukit Sundi
karena masa jabatan wali nagari sudah habis, jadi masyarakat
menganggap bahwa peraturan ini tidak di berlakukan lagi, alasan di
berlakukan PerNag ini bagi laki-laki ialah agar laki-laki rutin pergi
sholat Jum’at karena sebelumnya mesjid sepi saat sholat Jum’at
karena banyak laki-laki yang tetap ke sawah pada hari Jum’at
sedangkan untuk wanita juga di larang bekerja saat hari Jum’at
adalah agar ibu-ibu dapat beristirahat dan bersih-bersih di rumah
dengan tujuan ibadah serta dapat mengawasi dan menasehati anak
laki-laki, adik atau kakak laki-laki serta suami mereka untuk pergi
sholat Jum’at, hukuman yang di terima oleh pelanggar sanksi 2 sak
semen”.

Di sampaikan juga oleh salah seorang Mamak kepala Waris Nagari

Parambahan bapak Musri pada tanggal 11 Oktober 2019 menyatakan:



“PerNag tentang Jum’at ibadah ini tujuannya sangat baik agar
masyarakat lebih taat lagi beribadah kepada Allah terutama bagi laki-
laki mengingat banyaknya laki-laki di Nagari Parambahan yang tidak
pergi sholat Jum’at karena bekerja di sawah, wanita juga di larang
bekerja di sawah agar wanita dapat beristirahat di rumah serta dapat
mengontrol semua laki-laki yangwajib Jum’at yang berada di rumah
mereka untuk pergi sholat Jum’at serta dengan tujuan agar tidak
adanya wanita yang mengajak laki-laki bekerja pada hari Jum’at”.
Sedangkan keterangan dari salah seorang masyarakat Nagari
Parambahan yang melanggar telah di proses bernama Membrino Junaidi pada
wawancara tanggal 11 Oktober 2019 menyatakan:
“waktu itu saya mengaku sengaja ke pihak Pemerintah Nagari telah
melanggar aturan, menjelang sholat Jum’atsaya pergi kesawah untuk
membakar jerami karena saat itu hari musim hujan kebetulan waktu
sebelum Jum’at itu masih panas lalu saya bergegas untuk membakar
jerami di sawah sayasebelum nantinya hujan turun lagi, dan saat itu
juga saya telah mengakui kesalahan saya kepada Pemerintah Nagari
lalu saya memohon maaf dan saya sebelumnya memang telah membeli

2 sak semen yang saya letakkan di kedai saya sebelum saya mengaku
salah sebagai sanksinya”

Pada saat peneliti melakukan observasi awal pada Jum’at tanggal 19
April 2019 di sawah kubu sekitar jam 11.00 Wib siang menjelang sholat
Jum’at masih banyak di jumpai masyarakat yang melanggar aturan nagari
tentang larangan beraktivitas pergi ke sawah pada hari jum’at yaitu uni Era
masyarakat Nagari Parambahan yang sedang mencabut benih, bapak Edri
Gomok dan Armen yang sedang membajak sawah di hari jum’at serta bapak
Anto dan bapak Eri yang sedang mencangkul dan memangkas rumput di
Nagari Parambahan tanpa adanya tim pemantau dari pihak Pemerintah Nagari.

Dengan demikian pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang di
tetapkan dalam Peraturan Nagari ini masih terjadinamun pelanggaran itu ada

yang tidak di tindak lanjuti oleh Pemerintah Nagari.Peraturan Nagari yang



telah di tetapkan olen Wali Nagari dari hasil musyawarah merupakan
peraturan yang mengikat semua orang di nagari pada jam yang di tentukan
tanpa terkecuali dengan demikian ini tentunya jika terjadi pelanggaran harus
ada sanksi yang tegas agar tidak terjadi lagi pelanggaran.

Dalam penelitian terdahulu penulis membaca artikelimplementasi
peraturan desa No.3 tahun 2009 terhadap penertiban penyelenggaraan hajatan
di Desa Sirapan Kecamatan Madiun Kabupaten Madiun Tahun 2014 dalam
penelitian nya tentang impelementasi peraturan desa ini terdapat gangguan dan
kegaduhan yang terjadi saat proses hajatan sehingga membuat masyarakat
tidak nyaman. Sedangkan dalam artikel implementasi peraturan Desa Majasari
No.3 Tahun 2012 tentang perlindungan tenaga kerja Indonesia TKI asal Desa
Majasari terkait anggaran yang tidak di cantumkan dalam APBDes Majasari,
jumlah perangkat desa yang terbatas, rendahnya kesadaran TKI yang melapor
kepada pihak desa dan lainnya . Pada artikel implementasi peraturan desa
tentang anggaran pendapatan belanja desa APBDes di desa Kuala Tarusan
Kecamatan Pangkalan Kerinci Kabupaten Pelalawan oleh Dita Pratiwi
membahas tentang penempatan anggaran dana APBDes. Selanjutnya dari
artikel Implementasi pertaruan Desa Perimbun No.3 Tahun 2012 tentang
perlindungan anak dalam perkawinan usia dini di Desa Perimbun Kecamatan
Karanggayam Kabupaten Kebumen oleh Ulfiah ElI Lutfa. Pada artikel
implementasi peraturan Desa No.1 Tahun 2009 tentang kawasan bebas asap
rokok terhadap masyarakat di Desa Bone-bone Kecamatan Baraka Kabupaten

Enkerang oleh Nurul Qhalbi Wulan Sari Muslimin.



Berdasarkan permasalahan di atas, serta dari kelima artikel yang telah
penulis baca maka penulis tertarik untuk meneliti dan menelaah lebih lanjut
permasalahan dengan judul “Implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun
2016 tentang Jum’at Ibadahdi Kenagarian Parambahan Kecamatan
Bukit Sundi Kabupaten Solok”

. ldentifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas,
maka dapat di identifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat dalam melaksanakan peraturan nagari
No.5 Tahun 2016 tentang Jum’at Ibadah di Nagari Parambahan

2. Masih di jumpai adanya pelangaran-pelanggaran yang di lakukan
masyarakat terhadap peraturan nagari tanpa di kenai sanksi yang
menimbulkan efek jera.

3. Sanksi penegakan peraturan nagari kurang tegas dan tidak selalu di

laksanakan.

. Pembatasan Masalah

Sesuai identifikasi masalah di atas penulis membatasi permasalahan di
Nagari Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok yang meliputi
“Implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum’at Ibadah di

kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok”.



D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka menjadi rumusan

masalah penelitian ini adalah:

1.

2.

3.

Bagaimanaimplementasi dari peraturan nagari No. 5 Tahun 2016 tentang
Jum’at Ibadah di kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi
Kabupaten Solok?

Apa saja kendala yang di hadapi sehingga membuat masyarakat melanggar
peraturan nagari tentang Jum’at Ibadah di Nagari Parambahan?

Apa upaya-upaya yang di lakukan Pemerintah Nagari Parambahan dalam
mengatasi kendala mengimplementasikan peraturan nagari No. 5 Tahun

2016 tentang Jum’at Ibadah di Nagari Parambahan.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini

adalah untuk memperoleh imformasi tentang:

1.

Untuk mengetahui implementasi peraturan nagari No. 5 Tahun 2016
tentang Jum’at Ibadah di kenagarian Parambahan Kecamatan Bukit Sundi
Kabupaten Solok.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang membuat masyarakat melanggar
peraturan nagari tentangJum’at Ibadah di nagari Parambahan

Untuk mengetahui upaya-upaya apa saja yang di lakukan Pemerintah
Nagari Parambahan dalam mengimplementasikan peraturan nagariNo. 5

Tahun 2016 tentang Jum’at Ibadah di Nagari Parambahan.



F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Sebagai seorang mahasiswa, agar dapat menambah serta
memperbanyak referensi dari mata kuliah hukum adat di Universitas

Negeri Padang serta agar penulis dapat mengetahui masalah yang nyata

yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan

bermasyarakat dan pihak lain yang nantinya dapat menjadi bahan acuan
dan pertimbangan terhadap bahan teori yang di peroleh di bangku kuliah.
2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah bermanfaat sebagai bahan evaluasi untuk
langkah-langkah perbaikan dalam mengimplementasikan peraturan
Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum’at Ibadah di Nagari
Parambahan.

b. Bagi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pentingnya
melaksanakan peraturan Nagari Parambahan tentang Jum’at ibadah
demi menjaga kelestarian adat basandi syarak, syarak basandi
kitabullah.

c. Bagi penulis untuk menambah wawasan, dan pengembangan ilmu

pengetahuan dalam bidang kajian hukum adat dan pemerintahan.



BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan di Nagari

Parambahan Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten Solok tentang Implementasi

Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum’at Ibadah maka di buat

beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan Pernag Jum’at Ibadah, masih belum efektif karena melihat
tujuan Pernag Jum’at Ibadah senantiasa untuk melakukan ibadah bagi laki-
laki melaksanakan Sholat Jum’at dan bagi perempuan untuk bersih-bersih
rumah serta istirahat belum terlaksana dengan baik dapat di lihat dari
pengakuan alim ulama serta dokumentasi yang di dapatkan di lapangan.

2. Kendala yang di hadapi sehingga membuat masyarakat melanggar Pernag
Jum’at Ibadah ialah Pernag Jum’at ibadah saat wali Nagari Parambahan PJ
dari Kecamatan tidak di laksanakan secara tegas serta tidak adanya
sosialisasi antara Pihak pemerintahan Nagari baik kepada Masyarakat
Nagari Parambahan maupun kepada pihak pemerintahan wali Nagari
Kinari dan Batu Karak

3. Upaya-upaya yang di lakukan Pemerintahan Nagari dalam mengatasi
kendala mengimplementasikan Pernag Jum’at Ibadah belum maksimal
dapat di lihat dari organisasi pemerintahan yang tidak memberikan contoh
yang baik kepada masyarakat Nagari Parambahan karena melanggar

Pernag Jum’at Ibadah.
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B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian yang telah di lakukan, maka telah
tergambar implementasi Peraturan Nagari No. 5 Tahun 2016 tentang Jum’at
Ibadah di Nagari Parambahan, kendala yang di hadapi sehingga masyarakat
melanggar Pernag serta upaya-upaya yang di lakukan pemerintahan Nagari
Parambahan dalam mengatasi kendala mengimplementasikan Pernag. Namun
penulis tidak luput dari kekurangan, untuk kekurangan penulis ini agar dapat
menjadi pemicu bagi peneliti selanjutnya.
Selanjutnya berdasarkan data penelitian yang di lakukan maka peneliti
mengajukan tiga saran yaitu sebagai berikut:
1. Bagi Pemerintah Nagari Parambahan
Agar dapat bertindak tegas dalam pelaksanaan peraturan-peraturan yang
ada dalam nagari Parambahan dan memberikan sanksi yang lebih berat
kepada si pelanggar Pernag serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat
terkait Peraturan Nagari yang akan di berlakukan agar masyarakat Nagari
Parambahan dapat mengerti maksud dan tujuan dari Perturan
Nagari,Pemerintahan Nagari juga di harapkan dapat menjadi contoh yang
baik terhadap pelaksanaan peraturan Nagari, serta pemerintahan Nagari di
harapkan dapat mengkaji ulang terkait sasaran Pernag Jum’at Ibadah yaitu
perempuan.
2. Saran bagi semua masyarakat Nagari Parambahan terutama yang
melanggar agar dapat menyadari bahwa setiap peraturan nagari yang di

tetapkan pasti memiliki maksud dan tujuan yang baik demi kemajuan
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masyarakat Nagari Parambahan terutama dari segi agama, serta
masyarakat bisa menghargai siapapun pemimpin yang di amanahkan di

Nagari Parambahan.
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